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Tesisini membahas tentang harta bersama pasca perceraian yang masih dijadikan sebagai jaminan utang.
Dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa harta
bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) menyebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak menerima seperdua bagian
dari harta bersama sepanjang tidak di perjanjikan lain dalam perjanjian kawin. Pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah mengenai kedudukan harta bersama pasangan suami-isteri yang telah bercerai yang
harta bersama seharusnya dibagi masih menjadi jaminan utang di Bank, serta hubungannya dengan nilai
utang yang melebihi nilai objek yang dijadikan jaminan. Metode penelitian yang digunakan analisis yuridis
normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat penulis adalah
meskipun suami-isteri telah bercerai seluruh harta bersama akan dibagi dua, dan berikut utang yang ada.
Utang yang melebihi nilai jaminan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak
meskipun telah bercerai, sehingga kedua belah pihak harus tetap menanggung utang tersebut. Peran Notaris
dalam hal ini perlu memperhatikan dan menjalankan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

<hr />This thesis discusses the marital property after the divorce that is still used as a debt warranty. Article
35 of Law No. 1 of 1974 on Marriage (UUP) states that marital property is a wealth obtained during
marriage, and in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that divorced widows or
divorcedes are each entitled to receive one half of marital property aslong asit is not in another agreement
in the marriage agreement. The subject matter of this research is about the position of marital property of
spouses and divorced couples whose common property should be divided into debt guarantees in the Bank,
aswell astheir relationship with the value of the debt that exceeds the value of the collateral object. The
Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a
qualitative approach. The results obtained by the author are that although the husband and wife have
divorced all the marital property will be divided into two, and the following debts. Debt that exceeds the
value of collateral isan obligation that must be fulfilled by both parties despite the divorce, so both parties
must still bear the debt. In this case, a Notary must obey the clause 16 section in the Notary Billet Act.
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